
 

  

      

 
 

 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
    PROVINSI JAMBI 
    

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
          NOMOR : 208 /Kep.Bup/Kesbangpol/2023 

  
TENTANG 

 
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN 

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
Menimbang 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mengingat 
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Tim Terpadu Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun Anggaran 2023; 
 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah                  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah 

Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang prubahan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 

di Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 2755) ; 
 

2. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung  

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 
Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten 
Sarolangon, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 

 

 

 
 

 SALINAN 



 
 

  3. 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 
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Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234,) Sebagaimana Telah Diubah 
Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 680); 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara 

Negara Republik  Indonesia Nomor 5679); 
 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 5601); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 

 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang 
Standar Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218); 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Menetapkan 
KESATU 

 
 

 
 

 
KEDUA                 
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Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 195); 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan 
Susunana Perangkat Daerah 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 08 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat  Tahun 2023 Nomor 06); 
  

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 38);   
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia 
sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan 

Bupati ini. 
 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
mempunyai tugas sebagai berikut: 

 
a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

 
b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan 

dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan 
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

 

c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi 
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat; dan 
 

d. melaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati 

Tanjung Jabung Barat. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 KETIGA 
 

 
 

 
 

KEEMPAT 
 

 : 
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Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan 
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun Anggran 2023. 
 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 
Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 
 

 
 

 
                               Ditetapkan di Kuala Tungkal 

                               Pada tanggal 12 April 2023  
 

                                  BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
                                                        

                                                          ttd          
 

                                                 ANWAR SADAT 

    



 
 

LAMPIRAN : 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
NOMOR   208     /KEP.BUP/KESBANGPOL/2023 

TENTANG PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN 

DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN 
PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN TANJUNG 

JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023 
 

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN 
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 
A. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat 

B. Wakil Ketua 1    : Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat 

C. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika  Kabupaten Tanjab Barat-Tanjab 

Timur 

D. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjab Barat  

E. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat 

   2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab 

Barat 

   3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat  

Kepala  Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat 

Kepala Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat 

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. 

Tanjab Barat 

   8. 

9. 

Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjab Barat 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kab. Tanjab Barat 

   10. 

11. 

 

12. 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tanjab 

Barat 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjab Barat 

   13. 

14. 

15. 

16.  

 

17. 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Satuan  Narkoba Polres Tanjab Barat 

Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab 

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanjab Barat 

Kabid Bina Ideologi Wasbang dan Waspadnas Badan 

Kesbangpol Kab. Tanjab Barat 

Kabid Bina Politik Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat 

Suhardiman,SH (Analis Kebijakan) Badan Kesbangpol 

Kab. Tanjab  Barat 

 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
 

 
ANWAR SADAT 

 

  

                      



 
              

 

 


